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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. KESIMPULAN 

 Manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan Allah. Secara 

teologis, keduanya diciptakan seturut gambar dan rupa-Nya. Sebagai gambar dan rupa 

Allah keduanya diciptakan dengan setara. Oleh karena konsep kesetaraan ini, keduanya 

memiliki martabat yang sama. Martabat yang dimiliki oleh keduanya mau 

menunjukkan keseimbangan dan unitas (kesatuan) antara keduanya. Kesetaraan 

merujuk pada kesamaan derajad sementara kesatuan menunjukkan 

kesalingbergantungan yang hakiki di antara mereka. Merujuk pada konsep kesetaraan 

dan kesatuan ini di antara mereka tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih 

jahat daripada yang lain. Artinya laki-laki tidak lebih mulia dan lebih jahat dari 

perempuan demikian sebaliknya perempuan tidak lebih mulia dan lebih jahat dari laki-

laki. 

 Hakikat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mau menunjukkan 

bahwa mereka memiliki kesanggupan untuk melindungi dan menjaga satu sama lain. 

Artinya laki-laki melindungi dan menjaga perempuan, demikian sebaliknya perempuan 

melindungi dan menjaga laki-laki. Dalam hubungannya dengan kesanggupan untuk 

melindungi dan menjaga satu sama lain, yang perlu dituntut supaya hal tersebut 

tercapai adalah keduanya harus memberi diri untuk dilindungi dan dijaga. Hal tersebut 

berarti laki-laki memberi dirinya untuk dilindungi oleh perempuan, demikian 

sebaliknya perempuan memberi dirinya untuk dilindungi oleh laki-laki. Kendati 

demikian, yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan menjaga adalah 

laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

melindungi dan menjaga perempuan. Latar belakang tanggung jawab besar yang 
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diperankan oleh laki-laki merujuk pada konsep teologis bahwa perempuan diciptakan 

dari tulang rusuk laki-laki (Kej, 2;21-22). 

 Berangkat dari pemahaman yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki martabat yang sama, maka seyogyanya keduanya memperlakukan satu sama 

lain secara adil atau tanpa maksiat. Kendati demikian, dalam praktik hidup sehari-hari 

di lingkungan masyarakat, kerapkali kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang 

tidak adil. Ketidakadilan terhadap perempuan merupakan salah satu fenomena yang 

belum selesai dibahas sampai dengan saat ini. Hal ini dikarenakan tindakan maksiat 

atau tindakan yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih 

terjadi juga sampai saat ini. Akar persoalan terkait ketidakadilan yang sering ditimpa 

oleh kaum perempuan bukan semata-mata karena mereka adalah kaum perempuan 

tetapi oleh karena berbagai macam faktor. 

Adapun faktor-faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidakadilan 

tersebut adalah faktor budaya patriarkat, faktor kekerasan, dan faktor stratifikasi sosial. 

Selain itu ketidakadilan terhadap perempuan juga disebabkan oleh pembagian sifat dan 

peran gender mereka. Peran dan sifat gender tersebut kerap kali dinilai tidak seimbang 

dengan peran dan sifat gender laki-laki. Misalnya sifat dan peran gender laki-laki 

adalah kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sementara perempuannya irasional, 

emosional, lemah lembut, dan keibuan. Dengan kata lain peran dan sifat gender 

perempuan merupakan perlawanan dari peran dan sifat gender laki-laki. Sesungguhnya 

peran dan sifat gender yang melekat di antara laki-laki dan perempuan bukan bersifat 

statis melainkan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan peran dan sifat di antara laki-

laki dan perempuan dapat dipertukarkan. Contohnya laki-laki tidak selamanya kuat, 

rasional, jantan, dan pemberani atau perkasa. Laki-laki juga bisa lemah lembut, 

emosional, irasional, dan keibuan. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan. 

Perempuan tidak selamanya lemah lembut, emosional, irasional, dan keibuan 

melainkan bisa juga kuat, rasional, dan pemberani atau perkasa. 
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 Ketidakadilan terhadap perempuan juga erat kaitannya dipengaruhi oleh 

persepsi masyarakat tertentu tentang gender. Persepsi masyarakat tentang gender 

seringkali memahami gender tidak pada tempatnya. Masyarakat cenderung memahami 

gender sebagai sesuatu yang bersifat kodrati atau ciptaan Tuhan. Padahal 

sesungguhnya pemahaman mengenai gender tidak seperti apa yang dipahami oleh 

masyarakat tersebut. Gender sesungguhnya diartikan untuk membedakan peran, 

perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan 

terhadap perempuan dalam hubungannya dengan persepsi masyarakat tertentu tentang 

gender sangat nampak dalam manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan 

posisi perempuan. Manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan posisi 

perempuan tersebut seperti marginalisasi, streotipe, subordinasi, dan beban kerja 

ganda. 

Paham manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan 

pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai yang kedua dari posisi laki-laki atau 

dengan kata lain perempuan dicap nomor dua. Merujuk pada pemahaman seperti ini, 

asas keadilan merupakan satu-satunya asas yang mesti harus dicapai oleh kaum 

perempuan. Titik tolak asas keadilan ini merujuk pada kesamaan martabat yang 

ditampilkan pada aspek unitas atau kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Selain 

itu, kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan juga terwujud dalam bentuk 

tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga satu sama lain. Berkaca pada 

pemahaman seperti ini, sesungguhnya ketidakadilan terhadap perempuan merupakan 

penyangkalan terhadap martabat yang Tuhan berikan kepada manusia. 

Berangkat dari pemahaman gender yang tidak pada tempatnya di lingkungan 

masyarakat, satu-satunya cara sebagai solutif preventif adalah mengubah atau 

membaharui persepsi masyarakat tentang gender. Solusi preventif untuk mengubah 

atau membaharui pemahaman masyarakat tentang gender adalah merekonstruksi 

gender. Rekonstruksi gender pertama-tama bukan untuk menyalahi masyarakat dalam 

budaya tertentu karena memahami gender tidak pada tempatnya, melainkan 

masyarakat diberi pemahaman yang lebih baru tentang gender itu sendiri. Memberikan 
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pemahaman yang lebih baru kepada masyarakat dalam budaya tertentu merupakan cara 

untuk mentransformasi gender di mana gender yang sebelumnya dipahami secara 

kabur dan keliru pada akhirnya dipahami secara lebih baru atau lebih tepat. 

Memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan terlaksana sebagai usaha 

untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Hal ini dikarenakan 

memperlakukan perempuan secara tidak adil seperti eksploitasi, penindasan, dan 

diskriminasi sama halnya dengan merendahkan harkat dan martabat mereka. Selain itu, 

memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan adalah agar mereka memperoleh hak 

sebagaimana hak yang diperoleh laki-laki. Contohnya peran untuk mengambil 

keputusan bukan semata-mata hak dan peran laki-laki saja. Perempuan juga 

mempunyai hak dan peran untuk mengambil keputusan. Selain itu, peran untuk 

memimpin bukan semata-mata hak dan peran laki-laki saja. Sebaliknya perempuan 

mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, laki-laki 

dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil 

keputusan dan untuk menjadi pemimpin. Semua pemahaman seperti ini dapat 

diwujudkan dengan cara rekonstruksi gender. Hal ini dikarenakan persoalan mengenai 

hak antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh bias gender. Misalnya 

pemahaman gender tentang hak laki-laki dan perempuan seperti hanya laki-laki yang 

bisa tampil memimpin sementara perempuan tidak bisa. Selain itu hanya laki-laki yang 

bisa menentukan atau mengambil keputusan sementara perempuan tidak boleh. Oleh 

karena itu, persoalan berkaitan dengan hak laki-laki dan perempuan yang belum 

seimbang dapat diperbaharui dengan rekonstruksi gender terlebih dahulu. 

Wacana mengenai rekonstruksi gender dalam upaya mengatasi ketidakadilan 

terhadap perempuan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan 

ketidakadilan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat intens. Persoalan 

utama menyangkut masalah yang sangat intens ini berhubungan dengan ketidakadilan 

terhadap perempuan yang terjadi semakin luas. Kendati demikian, memperjuangkan 

keadilan bagi kaum perempuan tetap dilakukan dengan mengupayakan startegi-strategi 
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yang efisien dan efektif  untuk menghempas berbagai macam ketidakadilan yang 

mereka alami. 

Pada akhirnya memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan merupakan 

sebuah bentuk keperdulian terhadap mereka. Tidak wajar jika kaum perempuan 

diperlakukan secara tidak adil atau maksiat. Hendaknya kaum perempuan diperlakukan 

sebagaimana sesorang memperlakukan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika sesorang 

merawat, memelihara, dan mencintai dirinya, maka hendaknya kaum perempuan 

diperlakukan dengan cara seperti itu. Hendaknya kaum perempuan dipandang sebagai 

subyek dan bukan obyek.  

 

5.2. USUL DAN SARAN 

5.2.1. Bagi Pemerintah 

 Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia mempunyai peran dan 

tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi rakyatnya. Peran serupa tidak menutup 

kemungkinan bagi kaum perempuan. Peran dan tanggung jawab pemerintah untuk 

menjaga atau melindungi perempuan pertama-tama berhubungan dengan ketidakadilan 

yang terjadi dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan. Mengingat sejauh ini 

ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dalam bentuk diskriminasi dan 

kekerasan merupakan masalah yang sangat intens, maka pemerintah menetapkan 

kebijakan dalam bentuk menciptakan Undang-Undang untuk menghempas berbagai 

macam ketidakadilan tersebut. 

Ada pun kebijakan pemerintah adalah membuat Konvesi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan atau Convention on Elimination of 

All Forms of Discrimination Against women (CEDAW), menetapkan Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan menetapkan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kendati demikian, dalam 

prakteknya, ketidakadilan terhadap perempuan masih tetap terjadi meski pemerintah 



6 
 

telah meratifikasi berbagai macam kebijakan untuk menghempas berbagai macam 

ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah diusul dan disarankan untuk “lebih tegas” 

dan “lebih serius lagi” dalam menyelidiki ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk 

diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan.  

5.2.2. Bagi Gereja Katolik 

 Pandangan agama tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan 

sampai saat ini masih bersifat bias gender. Misalnya sampai saat ini agama Katolik 

hanya bisa melegalkan kaum laki-laki untuk ditahbiskan menjadi imam. Selain itu, 

pengarang dari semua teks yang terkumpul dalam Kitab Suci sejauh ini masih 

didominasi oleh laki-laki dan kebanyakan teolog besar dalam tradisi Gereja Katolik 

adalah laki-laki. Pemahaman seperti ini pada akhirnya berkibat dalam menempatkan 

posisi perempuan dalam Gereja Katolik. Dengan kata lain kaum perempuan 

dipojokkan dan dipinggirkan di dalam Gereja Katolik. Dalam kaitannya dengan 

memperjuangkan keadilan terhadap kaum perempuan, sebaiknya Gereja Katolik 

membuka kesempatan bagi kaum perempuan agar mereka terlibat aktif di dalam Gereja 

Katolik dengan memperhatikan keadilan gender mereka. 

5.2.3. Bagi Masyarakat 

 Pemahaman tentang gender dalam masyarakat tertentu kerap kali disamakan 

dengan pemahaman tentang seks. Gender dan seks dipakai dalam satu pengertian yang 

sama. Padahal sesungguhnya gender dan seks mempunyai arti yang sangat berbeda. 

Gender diartikan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik 

antara laki-laki dan perempuan. Sementara seks merupakan penafsiran atau pembagian 

dua jenis kelamin manusia baik laki-laki maupun perempuan yang ditentukan secara 

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Pemahaman masyarakat tentang 

gender dan seks pada akhirnya bersifat kabur dan keliru. Berangkat dari pemahaman 

seperti ini masyarakat disarankan untuk memahami gender dan seks secara lebih baru 

dan tepat. Solusi yang tepat untuk membaharui pemahaman masyarakat adalah 

rekonstruksi gender. 
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 Manifestasi pembedaan gender dalam menempatkan posisi perempuan dapat 

menyebabkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Manifestasi tersebut seperti 

subordinasi, marginalisasi, stereotipe, dan beban kerja ganda. Dalam manifestasi 

seperti ini kerap kali kaum perempuan mendapatkan posisi yang tidak seimbang dari 

posisi laki-laki. Perempuan diandaikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan 

dipinggirkan atau dimarginalisasi dalam kondisi tertentu seperti perempuan jarang 

mendapatkan bantuan baik berupa materi maupun bantuan tehnis. Perempuan dicap 

atau dilabelkan dalam kondisi tertentu.  

Selain itu perempuan diandaikan tidak mampu membuat keputusan penting, 

perempuan hanya bisa sebagai ibu rumah tangga, dan pencari nafkah tambahan. Beban 

kerja ganda perempuan juga dapat menyebabkan ketidakadilan bagi permepuan itu 

sendiri. Contohnya dalam mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan tersebut 

merupakan pekerjaan utama kaum perempuan kendati pekerjaan tersebut bisa juga 

dikerjakan oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang memiliki kesempatan untuk 

bekerja di ruang publik, jika kembali ke rumahnya akan mengerjakan juga pekerjaan 

domestik yang merupakan pekerjaan utamanya sebagai seorang ibu rumah tangga. 

Pada akhirnya semua manifestasi ini diperkuat oleh konstruksi masyarakat dalam 

budaya tertentu. Merujuk pada pemahaman seperti ini masyarakat diusul dan 

disarankan untuk tidak boleh memandang sebelah mata kaum perempuan. Sebaiknya 

masyarakat mempunyai persepsi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, sebaiknya 

masyarakat memahami mereka sebagai mahkluk ciptaan Tuhan yang setara kendati 

mereka dipisahkan oleh jenis kelamin yang berbeda di antara mereka.  

5.3.4. Bagi Kaum Laki-Laki 

 Dalam wacana mengenai ketidakadilan terhadap kaum perempuan, laki-laki 

pada umumnya dianggap sebagai pelaku atau penyebab dari ketidakadilan tersebut. 

Menaggapi persoalan seperti ini, laki-laki disaran dan diusulkan untuk berhenti 

melakukan tindakan yang menyebabkan ketidakadilan bagi kaum perempuan. 
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Hendaknya laki-laki memperlakukan kaum perempuan seperti mereka merawat dan 

memelihara diri mereka sendiri. Laki-laki disarankan untuk tidak boleh memandang 

perempuan sebagai obyek untuk melampiaskan nafsu birahi mereka. 

5.3.5. Bagi Kaum Perempuan 

 Kepada kaum perempuan yang dianggap sebagai korban dari segala macam 

ketidakadilan yang dipraktekkan oleh kaum laki-laki disarankan untuk tetap kuat. 

Perempuan tidak boleh mudah terjerumus dalam praktek yang dapat menyebabkan 

ketidakadilan. Perempuan disarankan untuk tetap optimis, kuat, dan tabah jika dalam 

kondisi tertentu harus melakukan pekerjaan yang bersifat ganda. 

5.3.6. Bagi Tua-Tua Adat 

 Tua-tua adat pada umumnya terdiri atas kepala adat dan kepala suku. Kepala 

adat memiliki domain kekuasaannya sebagai pemimpin untuk menyatukan seluruh 

warga kampung atau warga masyarakat. Sementara kepala suku, domain kekuasaannya 

sebagai pemimpin hanya sebatas pada ruang lingkup suku yang dianutinya. Sebagai 

pemimpin untuk menyatukan masyarakat, tua-tua adat tidak menutup kemungkinan 

untuk berperan menjaga dan melestarikan kebudayaan.  

Salah satu tantangan besar bagi tua-tua adat berkaitan dengan kebudayaan 

adalah konstruksi sosial budaya mengenai peran dan sifat gender antara laki-laki dan 

perempuan. Seturut konstruksi budaya tersebut, sifat dan peran gender antara laki-laki 

dan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan. Seyogyanya 

pandangan tersebut merupakan pandangan yang keliru dan bersifat kabur. Hal ini 

dikarenakan peran dan sifat gender antara laki-laki dan perempuan justru sebaliknya 

dapat dipertukarkan. Menanggapi persoalan seperti ini, tua-tua adat disarankan untuk 

menjernihkan kembali pandangan tentang sifat dan peran gender  yang keliru dan kabur 

tersebut. Seyogyanya melalui upaya penjernihan tersebut, apa yang sebelumnya 

dianggap sebagai sesuatu yang bersifat keliru dan kebur dapat dipahaminya secara baru 

dan benar. 
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5.3.7. Bagi Keluarga 

 Keluarga pada umumnya mempunyai beberapa fungsi. Beberapa fungsi 

tersebut yaitu untuk melanjutkan keturunan, memenuhi kebutuhan pokok anggotanya, 

melindungi atau memberikan rasa aman bagi anggotanya, dan bertanggungjawab atas 

pendidikan anak. Dari beberapa fungsi ini, yang menjadi sorotan yaitu berkaitan 

dengan fungsi keluarga untuk melindungi atau memberikan rasa aman bagi anggotanya 

dan fungsi keluarga yang bertanggungjawab atas pendidikan anak. Kedua fungsi ini 

sampai saat ini tidak terealisasi dengan baik. Hal ini merujuk pada ketidakadilan yang 

dialami oleh perempuan yang masih terjadi karena disebabkan oleh kelalaian keluarga 

dalam menjalankan kedua fungsi tersebut. Oleh karena itu, keluarga diusul dan 

disarankan untuk bertanggungjawab terhadap fungsi yang dilaksanakan dan harus 

konsisten. Dalam artian bahwa keluarga harus merealisasikan fungsi-fungsinya dengan 

baik sehingga tidak merugikan salahsatu pihak antara laki-laki dan perempuan. 
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